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ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Lampung)

Oleh

Nidya Alyssa Astari

Organisasi sektor publik telah terlibat dalam strategi perubahan dalam rangka

memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan.

Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen sektor publik yang awalnya

terkesan birokratis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih

mengakomodasi kepentingan publik. Penelitian Ini bertujuan untuk Untuk

mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan sistem  akuntansi

pemerintah keuangan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada

unit satuan kerja mahkamah agung wilayah lampung.

Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai variabel

dependen dan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi

keuangan berbasis akrual sebagai variabel independen. Data yang digunakan

adalah data primer yang bersumber dari kuisioner yang disebar pada sampel yang

diperoeh dan dikumpulkan secara langsung. Sampel penelitian ini adalah operator

Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan operator Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada unit

kerja Mahkamah Agung di wilayah Lampung yang berjumlah 44 orang.

Hipotesis dari penelitian ini diuji dengan model analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pemodelan persamaan struktural (Structural Equation

Modeling) yang berbasis komponen atau varian (component based) yaitu Partial

Least Square (PLS). Hasil Penelitan ini menyimpulkan bahwa variabel

kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan positif



terhadap kualitas laporan keuangan, dan variabel penerapan standar akuntansi

keuangan berbasis akrual mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap

kualitas laporan keuangan.

Kata kunci :  Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual dan Partial

Least Square



ABSTRACT

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY AND
IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASIS OF FINANCIAL

ACCOUNTING SYSTEM ON QUALITY OF FINANCIAL
STATEMENTS

(Case Study of Supreme Court in Lampung Region)

By

Nidya Alyssa Astari

Organizations public sector have been involved in change strategies for financial

accountability. Makes change the public sector management bureaucratic system

to a flexible public sector management and better accommodates the public

interest. This research the influence of human resource competence, and

accounting system of financial based on the accrual to quality of financial

statements on supreme court in lampung region.

Variables in this research are the quality of financial statements as the

dependent variable and competence of human resources and the implementation

of accrual basis financial accounting system as an independent variable. The data

used are primary data sourced from questionnaires distributed on samples

obtained and collected directly. The sample of this research is the operators of

Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual  (SAIBA) and operators of Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) at the

Supreme Court in Lampung region which amounted to 44 respondents.



The hypothesis of this research  used the model of analysis is structural

equation modeling based on component or variant (component based) that is

Partial Least Square (PLS). The result of this research concludes that the

competency variable of human resources has a significant positive influence on

the quality of financial statements, and the variable of application of accrual basis

of financial accounting standard has a significant positive influence on the quality

of financial statements.

Keywords : Quality of Financial Statement, Human Resources Competence,

Application of Accrual Based Financial Accounting System and

Partial Least Square
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik telah terlibat dalam strategi perubahan

kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan. Perubahan tersebut menjadikan

sistem manajemen sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan

hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih

mengakomodasi kepentingan publik. Permasalahan mengenai kualitas laporan

keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus - kasus

buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih menjadi isu

hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan

Keuangan tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis

mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu

entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat – syarat dalam

menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah

mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan

keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun



standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya,

penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang

belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai

apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,

dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan

pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan, (Nugraheni, 2008).

Terkait dengan kualitas laporan keuangan sektor publik yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, maka yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya

manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah, serta

penerapan SAP yang berlaku. Penerapan terhadap SAP sangat diperlukan agar

hasil dari laporan keuangan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami).

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, pemerintah harus

memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar

belakang pendidikan, memiliki keahlian dan pengetahuan, sering mengikuti

pendidikan dan pelatihan, serta memiliki perilaku yang baik. Hal tersebut

diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

tersebut akan memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya

manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan

berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian

laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).



Negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara

khususnya yang berlatarbelakang ilmu akuntansi (Fontanella, 2010). Karena

sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau

perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang

tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula

perubahan pada sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi

berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi

berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena

kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam

memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk

memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen et al., 2007).

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar

akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal

ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan

standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015.

Namun, dalam implementasinya pengelolaan keuangan  negara masih perlu

pembenahan dan perbaikan, hal ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia No.81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi

yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, kualitasnya

masih perlu banyak pembenahan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan



(BPK) atas Laporan keuangan kementerian atau lembaga masih banyak perlu

ditingkatkan menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Berdasarkan data yang dipublikasikan, perkembangan opini yang dilakukan

BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari tahun  2011

sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Opini Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa opini LKKL sampai tahun 2015

masih terdapat kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini disclaimmer

atau tidak memberikan pendapat (TMP), sedangkan lembaga tinggi negara

Mahkamah Agung yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Pada tahun

2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini disclaimmer

dikarenakan terdapat ketidakwajaran akun belanja, persediaan dan aset tetap, di



tahun 2007 dan 2008 masih diberikan opini disclaimer untuk Mahkamah Agung

dikarenakan terdapat pembatasan lingkup audit biaya perkara, dan ketidakwajaran

akun belanja, persediaan dan aset tetap, sedangkan di tahun 2009 opini disclaimer

diberikan BPK karena terdapat ketidakwajaran akun kas, persediaan dan aset tetap

dan pada tahun 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pendapat

wajar dengan pengecualian dengan hal yang dikecualikan adalah sejumlah aset

tetap hasil inventarisasi dan penilaian tidak dapat divalidasi dan diverifikasi

karena berita acara rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) disatker

tersebut tidak tersedia. Dan baru pada tahun 2012 Mahkamah Agung mendapat

opini wajar tanpa pengecualian, hal ini dapat terlaksana karena mahkamah agung,

langsung mengidentifikasi beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Mahkamah

Agung dalam mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian di tahun berikutnya,

yaitu diantaranya menegaskan kembali komitmen pimpinan untuk melakukan

penertiban pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilingkungan

masing-masing, mengoptimalkan pembinaan teknis SAI yang telah dilaksanakan,

terutama pelatihan operator serta meningkatkan koordinasi, pengawasan dan

pengendalian terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Aset

Tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, selain itu perlu disusun standar

operating procedure terhadap pelaksanaan pendistribusian barang hasil

pengadaaan kantor pusat ke pengadilan dan meningkatkan   koordinasi serta

pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban pengadministrasian.



Hal-hal yang menjadi acuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

terhadap Mahkamah Agung (MA) tersebut juga menjadi sebuah teguran yang

keras bagi unit kerja pengadilan yang berada dibawahnya, karena unit kerja

pengadilan merupakan entitas dari Mahkamah Agung, dimana laporan keuangan

Mahkamah Agung (MA) merupakan konsolidasian dari laporan keuangan unit-

unit kerja yang ada dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut seluruh petugas yang

terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadministrasian diunit kerja dituntut

untuk melakukan perbaikan secara berjenjang dengan harapan hal ini akan

merubah penyajian laporan keuangan sehingga memenuhi standar karakteristik

kualitatif yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Sudiarianti, Ni

Made. (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Pada

Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah

Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.” Perbedaan

dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel penerapan sistem

akuntansi berbasis akrual, ditambahkan menjadi varibel karena peneliti terinspirasi

dari penelitian McDaniel et al. (2002) yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan

keuangan harus menghasilkan informasi yang lengkap, transparan dan bermanfaat

bagi penggunanya, hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual ,serta

letak lokasi penelitian yang berbeda.



Berdasarkan uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk meneliti

lebih lanjut tentang pelaporan keuanganan dalam tesis dengan judul: “ Pengaruh

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ” (Studi Kasus Pada Unit

Kerja Mahkamah Agung Wilayah Lampung)

1.2  Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pada unit satuan kerja Mahkamah Agung wilayah

lampung?

2. Apakah sistem  akuntansi pemerintah keuangan berbasis akrual

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja

Mahkamah Agung wilayah lampung?



1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja Mahkamah Agung

wilayah lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem  akuntansi pemerintah keuangan

berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja

Mahkamah Agung wilayah lampung.

1.4. Manfaat Teoritis Penelitian

1. Bagi literatur tentang akuntansi

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan berbasis

akrual dan faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

pada unit satuan kerja lembaga pengadilan wilayah lampung.

2. Bagi Pemerintah

Bahan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan untuk

meningkatkan dan mengembangkan kualitas laporan keuangannya di masa

yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti

selanjutnya dalam bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan Teori menjabarkan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian

ini, mulai dari teori New Public Management, Teori Kontinjensi, dan Teori

Keagenan. Juga penjelasan mengenai perkembangan akuntansi akrual pada

pemerintah Indonesia.   Teori-teori tersebut inilah yang akan mendukung

perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

2.1.1.Teori New Public Management (NPM)

Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor

publik. Fenomena perubahan ini popular disebut New Public Management.

Perubahan ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja

Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber

daya. Ketidakpuasan ini dipicu  oleh keadaan utang pemerintah yang terus

meningkat dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus pemerintah

diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi, serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
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Watkins dan Edward (2007), menjelaskan adopsi gaya manajemen sektor

privat ke sektor publik. Mendorong pemerintah menggunakan akuntansi berbasis

akrual, karena publik juga membutuhkan informasi yang transparan, akuntabilitas,

dan penilaian kinerja dalam sistem New Public Management. Dalam pemilihan

basis akuntansi, akuntansi kas masih mendominasi di seluruh dunia, akan tetapi

tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap dari akuntansi kas menuju

akuntansi akrual. International Federation of Accountantas, merekomendasikan

akuntansi berbasis akrual akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada

pengelolaan keuangan sektor publik.

Penggunaan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu ciri dari

praktik manajemen keuangan sektor yang modern, yang bertujuan untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah

dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan didalam pemerintah dengan

menggunakan informasi yang detail, yang tidak sekedar basis kas. Secara umum,

akuntansi akrual diterapkan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban

kepada pemerintah terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah

untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

Menurut Pollitt (2002) adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan

pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) Keputusan, (3) praktik,

dan (4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik

di mana NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk

faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan

teknik-teknik baru dalam praktik.
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Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

membandingkan secara obyektif dan implementasi aktual dari sistem akuntansi

akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan

akuntansi akrual berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat

kualitas laporan keuangan.

2.1.2.Teori Kontinjensi

Pendekatan Kontijensi Teori kontinjensi muncul sebagai bagian yang sangat

mendasar karena berbagai studi dilakukan untuk mencari sifat kontinjensi dalam

akuntansi (Parkinson, 2012). dan Gerdin dan Greve (2008) berpendapat bahwa

pendekatan kontinjensi dapat dilakukan jika memenuhi asumsi yang menjadi ide

dari pendekatan kontijensi sebagai berikut:

(a) Tidak ada satupun desain organisasional yang terbaik, yang terstruktur

secara pasti dan tidak terstruktur secara pasti, yang diaplikasikan

dalam suatu organisasi.

(b) Beragam desain organisasional tersebut memiliki peluang hasil atau

kinerja yang sama. Terpenuhinya kedua asumsi tersebut merupakan

syarat untuk dapat dilakukannya pengujian kontinjensi dalam bentuk

seleksi natural yaitu dengan menyesuaikan perubahan jumlah populasi

(Gerdin dan Greve, 2008).
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Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini akan digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan

keuangan. Berdasarkan pendekatan diatas, ada dugaan bahwa adanya hubungan

antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan

2.1.3.Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya

konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa

masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya

sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen

(Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan akan terjadi pada berbagai

organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan

ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik

(diwakili prinsipal/ dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan

organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik

Lane (2000), dan Mardiasmo (2007) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas

publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban

tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (a)

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi

(akuntabilitas vertikal), dan (b) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
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(akuntabilitas horizontal). Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor

publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah

yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak

sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak

langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2011).

Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas laporan  keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari

agen kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen

yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai

dengan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun

berdasarkan basis akrual. Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja

dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja

sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal.

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan

Dalam memenuhi keinginan pemakaian laporan, akuntansi keuangan perlu

berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh

karena itu, perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap

dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan

keuangan (Harahap, 2008).
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Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran -

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ke-4 (empat)

karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan

keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu

atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil

evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur

berikut :

a. Manfaat umpan balik (feedback value).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (predictive value).

Informasi dapat memprediksi masa yang akan datang.

c. Tepat waktu (timeliness).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan

berguna dalam pengambilan keputusan.
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d. Lengkap

Mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi informasi yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

b. Dapat diverifikasi (verifiability).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.
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3. Dapat Dipahami

Informasi harus dapat dipahami oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk

dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.

Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga diharapkan adanya

pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan, proses

akuntansi keuangan, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan

keuangan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan-pertimbangan dan

pendapatan yang subyektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di

dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga informasi tersebut

tidak lagi berlandaskan pada realita obyektif semata. Dengan demikian untuk

meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para

pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

Penjelasan dalam pengembangan kerangka konseptual FASB juga

memperhatikan tujuan laporan keuangan dengan karakteristik-karakteristik

kualitas dari informasi yang dilaporkan dalam Concept Statement kedua atau

SFAC 2 meliputi relevansi (predictive value, feedback value, dan timeliness),

reliabilitas (veriability dan representational faithfulness)dengan penjelasan

sebagai berikut :
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1. FASB mendefinisikan relevansi sebagai : kapasitas informasi untuk

membuat sebuah perbedaan dalam sebuah keputusan yang membantu user

membuat prediksi tentang outcome/hasil dari transaksi/peristiwa masa

lalu, sekarang, dan yang akan datang atau untuk menjelaskan atau

mengkoreksi prediksi sebelumnya.

2. Kualitas utama dari informasi yang lain yang membuat informasi

bermanfaat untuk pembuatan keputusan adalah reliabilitas, dan reliabilitas

ini terdiri dari dua unsur, yaitu verifiabilitas (kemampuan untuk

membuktikan/verifikasi) dan representasi keakuratan. FASB

mendefiniskan verifiabilitas sebagai kemampuan untuk menjamin bahwa

informasi merepresentasikan isi dari informasi atau metode pengukuran

yang dipilih dan yang digunakan tanpa ada kesalahan atau bias.

Definisi kualitas informasi tersebut dapat dijadikan dasar bahwa sebuah informasi

dikatakan berkualitas jika informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik:

relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diukur dan konsisten. Lebih

lanjut Wilkinson (2000:35) menyatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan

dari sebuah sistem informasi sangat tergantung pada resources inputs berupa:

Manpower, Material, Facilities, Funds dan Data.
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Menurut Wang (1998) dalam penelitiannya yang berjudul A product perspective

on data quality management, menjelaskan dimensi kualitas informasi terdiri atas

free of error, objectivity, reputation, believability, relevancy, value added,

timeliness, completeness, a ppropriate amount of information, interpretability,

understandability, consistent representation, concise representation, ease of

manipulation, accessibility, dan security.

Sedangkan Hiro Tugiman (1996) dalam bukunya Audit Sistem Informasi,

menyatakan bahwa kualitas informasi tergantung dari tiga hal yaitu akurat, tepat

waktu, dan relevan dan untuk menjamin kualitas informasi maka dibutuhkan

pengendalian internal yang memadai yang meliputi: organisasi, pemisahan fungsi,

kepegawaian, pengendalian operasi, keamanan fisik dan logis, environmental

control, pemulihan masalah, pengembangan dan pemeliharaan sistem,

pengendalian perangkat keras, asuransi, siklus hidup pengembangan sistem.

Sedangkan Hall  (2009) dalam bukunya yang berjudul Accounting

Information System menyatakan bahwa informasi yang berguna memiliki

karakteristik berikut ini :

1. Relevan yaitu isi dari suatu laporan atau dokumen harus bekerja untuk suatu

tujuan.

2. Tepat waktu yaitu informasi harus tidak melebihi periode waktu dari tindakan

yang didukungnya.

3. Akurasi yaitu informasi harus bebas dari kesalahan yang signifikan
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4. Kelengkapan yaitu semua informasi yang penting bagi sebuah keputusan atau

pekerjaan harus ada.

5. Ringkas yaitu informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan

pengguna.

Selanjutnya Jogiyanto (2005) mengatakan bahwa agar dapat berguna maka

informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu tepat kepada orangnya atau relevan

(relevance), tepat waktu (timeliness) dan tepat nilainya atau akurat (accurate), jika

keluaran tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai

informasi yang berguna.

Karena peneliti mengacu pada Peraturan Presiden  Republik Indonesia No.71

tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi yang menjelaskan bahwa

dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penyajian laporan keuangan

harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu unsur karakteristik

kualitatif suatu laporan keuangan yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi

Pemerintah telah mencakup semua aspek yang dijelaskan oleh sumber lain. Maka

unsur kualitas informasi laporan keuangan dalam SAP ini menjadi bentuk yang

paling sempurna untuk dijadikan dasar penelitian.
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2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi bukanlah konsep yang baru. Nyoman Rudana (2006) mendefinisikan

: “Kompetensi (competency) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki

seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan,

kinerja yang sangat baik. ”

Kompetensi menurut S.K. Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43 Tahun

2001Tentang Standar Kometensi PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang

harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa latar belakang

pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas

jabatannya. Kompetensi tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

1) Kompetensi Umum

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang

pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan

dalam melakasanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

Kompetensi umum dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun

diklat kepemimpinan.

2) Kompetensi Khusus

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang

pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan

struktural yang dipangkunya. Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui

diklat tekhnis.
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Berdasarkan S.K. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar

Kompetensi Pegawai dapat disimpulkan bahwa ada empat komponen

utama pembentukan kompetensi, yaitu:

1. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan

diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan

dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik.

Istilah pendidikan digunakan untuk menyadarkan pemakai informasi tentang

informasi yang   dapat dihasilkan oleh sistem dan berbagai persyaratan yang

ditetapkan oleh pemakai yang dapat dipenuhi oleh sistem akuntansi yang

dirancang. Dimana pendidikan merupakan tahap implementasi yang dilakukan

perusahaan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat

dilaksanakan secara operasional (Mulyadi, 2001). Sedangkan menurut Meuthia

dan Endrawati (2008) mengemukakan bahwa dimilikinya pendidikan formal yang

memadai dengan latar belakang akuntansi untuk staf bagian akuntansi akan

memudahkan staf dalam menjalani pekerjaannya. Staf akuntansi yang memiliki

pendidikan yang relevan dengan pekerjaanya kan memiliki kemampuan yang

tercemin dari hasil pekerjaanya.
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2. Pengetahuan

Adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang

dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu

pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan

tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang

cukup meningkatkan efisiensi.

3. Keterampilan

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang

diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal,

misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang

lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi

pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam

berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan

keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

4. Sikap

Merupakan pola tingkah seseorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas

dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan. Apabila pegawai mempunyai

sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang

dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik - baiknya.
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Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam

organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan - karyawan yang ada.

Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di

mana tiap - tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. (Matindas,

2013: 89).

Warisono (2008) mengungkapkan bahwa Pemerintah harus memiliki

sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan

akuntansi, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang baik dalam

pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem

akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan

mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

2.1.6. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya

UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya

suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan

keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-

undang tersebut menyebabkan  kebutuhan mendesak akan standar akuntansi

sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh

BPK. Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit.

Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan yang

harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
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Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan, yang merupakan  konsep  dasar penyusunan dan

pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan  bagi

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan,

pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas

sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I Peraturan

Pemerintah tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera

diterapkan oleh setiap entitas, yaitu mulai akhir tahun 2010.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual,

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut mendelegasikan perubahan

terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap

PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan

negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus

melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Setelah berlakunyan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat -

lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
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1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budget report)

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur – unsur yang dicakup

secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan

dan dana bagi hasil.
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Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada

kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

2. Pelaporan Financial (financial report)

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup

oleh neraca terdiri dari :

4. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat

umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
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budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset di

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria

tersebut diklsifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan

persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset

tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan

aset lainnya.

5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merup akan

kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua

belas) bulansetelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah

kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

6. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo

akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
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b. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah

dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung terdiri

dari :

7. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan

nilai kekayaan bersih.

8. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

9. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,

termasuk dana perimbang dan dana bagi hasil.

10. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali

atau pengaruh entitas bersangkutan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.
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d. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan infomasi kas sehubungan dengan

aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas

pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup

dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas,

yang masing - masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

11.Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum

Negara/Daerah.

12.Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara

Umum Negara/Daerah.

3. Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca

dan Laporan Arus Kas.
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Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat

pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi, yaitu proses penetapan

terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban,

ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO, dan beban,

sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan

entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan

jumlah uang terhadap pos - pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian

atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu entitas

kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atas masuk ke

dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat

diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria

pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas, yaitu :

a. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan

operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam

arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat

diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
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b. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada

kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak tidak

mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diu

ngkapkan pada Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

c. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan

dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban

dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas

masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap

masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

d. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai

nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan

penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterma

atau pada saat kewajiban timbul.
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e. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut

atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada

saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas

pelaporan.

f. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset,

atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja

diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui

bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP Berbasis

Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas

melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan,

dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

Surplus/defisit  operasional merupakan penambah atau pengurang

ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.
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2.2 Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam

penelitian ini diantaranya adalah digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1 Fariziah

Choirunisah

(2008)

Faktor-faktor Yang

Mempengaruhi

Kualitas Informasi

Laporan Keuangan

Yang Dihasilkan

Sistem Akuntansi

Instansi (Studi pada

Satuan Kerja di

Wilayah Kerja KPPN

Malang tahun 2008)

Variabel dependen:

Kualitas Informasi

Laporan Keuangan

Variabel Independen:

Kemampuan SDM,

Dukungan Pimpinan &

Alat, Fasilitas, Organisasi

Tim, Sistem Pengendalian

Faktor yang

berpengaruh secara

signifikan terhadap

relevansi informasi

sebagai indikator

kualitas informasi

adalah faktor

kemampuan sumber

daya manusia dan

pengorganisasian

tim SAI.

2 Jayant V.

Saraph, P.

George

Benson &

Roger

G.Schroeder

(1991)

The effects of

Organizational Context

on Quality

Management :

An Empirical

Investigation

Variabel dependen

Quality management

(product/service design,

training, employee

relations, and top

management leadership)

Variabel independen

Organizational

context (internal factors:

corporate support for

quality, past quality

performance, management

knowledge.

Organizational

quality context

yang berupa

dukungan

perusahaan, kualitas

kinerja dimasa lalu,

pengetahuan

manajerial dan

pengembangan

kualitas permintaan

berpengaruh

terhadap kualitas

manajemen
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External factors.)

3 Xu

Hongjilang,

et al. 2003.

Key Issues of

Accounting

Information Quality

Management:

Australian Case

Studies. Industrial

Management&Data

System. 103 (7): 461-

470.

Variabel dependen:

Kualitas Informasi sistem

akuntansi Implikasinya

terhadap keandalan

system.

Variabel independen

Sumber Daya Manusia,

Organisasi, dan Faktor

eksternal

Hasil penelitiannya

menyatakan sumber

daya manusia,

sistem, organisasi,

dan faktor eksternal

merupakan faktor

kritis menentukan

kualitas informasi

akuntansi.

Keandalan sistem

harus didukung

oleh keandalan

SDM dan harus

dikontrol agar dapat

berjalan dengan

baik.

4 Nugrahen,

Purwaniati

dan

Subaweh,

Imam,

2008

Pengaruh
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan

Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Variabel dependen:

Peningkatan Kualitas

Laporan Keuangan

Inspektorat Jenderal

Departemen Pendidikan

Nasional

Variabel independen

Penerapan SAP di

Inspektorat Jenderal

Departemen Pendidikan

Nasional, Pengetahuan

Pengelola UAPPA EI dan

UAPPB, dan

Ketersediaan Sarana dan

Prasarana

1. Pimpinan
Inspektorat Jenderal
Departemen
Pendidikan
Nasional perlu
memperkuat sistem
pengendalian
internal, guna
meningkatkan opini
yang diberikan oleh
BPK-RI dari
pernyataan tidak
memberikan
pendapat menjadi
wajar tanpa
pengecualian.

2. Pimpinan
Inspektorat Jenderal
Departemen
Pendidikan
Nasional perlu
mengimplementasik
an SAP dalam
penyusunan laporan
keuangan serta
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terus melakukan
penelaahan dan
mengusulkan hasil
penelaahan tersebut
kepada Komite
SAP (KSAP) dalam
rangka perbaikan
SAP.

3. Pimpinan
Inspektorat Jenderal
agar melaksanakan
sosialisasi SAK dan
SABMN secara
menyeluruh,
melaksanakan
bimbingan teknis,
sehingga terjadi
peningkatan
pengetahuan
pengelola UAPPA
E1 dan UAPPB.

.

5 Ni Made

Sudiarianti

(2015)

Pengaruh Kompetensi

Sumber Daya Manusia

Pada Penerapan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah dan DAN

Standar Akuntansi

Pemerintah, serta

Implikasinya Pada

Kualitas Laporan

Keuangan Daerah.

Variabel dependen

Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

Variabel independen

Kompetensi sumber daya

manusia (SDM) Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dan

Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Hasil penelitian

menunjukkan

bahwa kompetensi

SDM, penerapan

SPIP dan SAP

memiliki pengaruh

positif pada kualitas

laporan keuangan

baik secara

langsung maupun

tidak langsung.

6 Indriasari,

Desi 2014.

The Effect of

Government

Apparatus

Competence and the

Variabel dependen

Pelaporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Variabel independen

Hasil pengujian

hipotesis

memberikan bukti

empiris sebagai

berikut. Kapasitas
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Effectiveness of

Government Internal

Control Toward the

Quality of Financial

Reporting in Local

Goverment’’.

Kapasitas Sumber Daya

Manusia, dan

Pengendalian Intern

Akuntansi

sumber daya

manusia tidak

berpengaruh

terhadap kualitas

pelaporan keuangan

pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Sudiarianti, Ni Made.

(2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi

Pemerintah, serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah.”

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel penerapan

sistem akuntansi berbasis akrual, ditambahkan menjadi varibel karena peneliti

terinspirasi dari penelitian McDaniel et al. (2002) yang menyatakan bahwa

kualitas pelaporan keuangan harus menghasilkan informasi yang lengkap,

transparan dan bermanfaat bagi penggunanya, hal ini sesuai dengan prinsip

akuntansi berbasis akrual ,serta letak lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk meneliti

lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Sistem Akuntansi

Keuangan Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, sekaligus

menuangkannya dalam tesis dengan judul: “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan ” (Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung

Wilayah Lampung).
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2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengevaluasi

hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pendekatan diatas, ada dugaan bahwa adanya hubungan antara

kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan

antara antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga disimpulkan bahwa

terdapat variabel lain yang memengaruhinya. Perbedaan hasil temuan tersebut

dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kontijensi (Govindarajan, 1988).

Warisono (2008) mengungkapkan bahwa Pemerintah harus memiliki

sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan

akuntansi, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang baik dalam

pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem

akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan

mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Abdul Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan.

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang

menguasai laporan keuangan.
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Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Sumber daya yang

kompeten adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melakukan sebuah

tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sehingga

dalam hal ini yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi sumber daya

manusia, yaitu Latar Belakang Pendidikan, Pengetahuan, Keterampilan, dan

Sikap. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan

2.2.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual terhadap

Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis ini dipengaruhi oleh 2 teori, yaitu : New Public Management, dan

Keagenan. Menurut teori New Public Management. Perubahan terjadi karena

adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap

tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini

dipicu  oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat dan turunnya

pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus pemerintah diminta untuk mereview

perannya dalam kegiatan dan operasi, serta meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan keuangan negara.



39

Watkins dan Edward (2007), menjelaskan adopsi gaya manajemen sektor

privat ke sektor publik. Mendorong pemerintah menggunakan akuntansi berbasis

akrual, karena publik juga membutuhkan informasi yang transparan,

akuntabilitas, dan penilaian kinerja dalam sistem New Public Management.

Dalam pemilihan basis akuntansi, akuntansi kas masih mendominasi di seluruh

dunia, akan tetapi tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap dari

akuntansi kas menuju akuntansi akrual. International Federation of Accountantas

merekomendasikan akuntansi akrual akan mendorong transparansi dan

akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sektor publik, Menurut Pollitt (2002)

adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1)

pengungkapan, (2) Keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan.

Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi NPM secara

teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor

kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik

baru dalam praktik.Sedangkan menurut teori keagenan merupakan teori yang

muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam

organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri

informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/

dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat

dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2000).

Mardiasmo (2007) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
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pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi

amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tsb.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

membandingkan secara obyektif dan implementasi aktual dari sistem akuntansi

akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan

akuntansi akrual berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat

kualitas laporan keuangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan

berbagai catatan transaksi yang digunakan untuk keperluan penyusunan laporan

keuangan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan manajemen.

H2 : Sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan.
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2.4 Desain Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka terbentuklah desain

penelitian yang menggambarkan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia

dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan, sebagai berikut :

Gambar 2.2

Desain Penelitian

Pengaruh
Kompetensi Sumber
Daya Manusia

Kualitas
Informasi
Laporan

Keuangan
sesuai PP No.71

tahun 2010Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan
Berbasis Akrual



42

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur pengumpulan data

penelitian lapangan (field research) (Cialdini, 2011; Mack, 2005; Trochim, 1999).

Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuisioner yang

disebar pada sampel yang diperoeh dan dikumpulkan secara langsung (Iqbal,

2004; Nazir, 2005; Husein, 2008).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja Mahkamah Agung yang

ada di wilayah Lampung.

Responden dipilih dengan menggunakan teknik purposive judgment sampling

dimana sampel dipilih dari elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu

untuk menjadi sampel (Kerlinger, 1986). Responden dalam penelitian ini adalah

operator SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan operator

SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara) pada 22 Unit Kerja Mahkamah Agung Wilayah Lampung.



43

Tabel 3.1. Data Sampel Penelitian

No Unit  Kerja
Operator
SAIBA

Operator
SIMAK

Jumlah

1 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 1 1 2

2 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung 1 1 2

3 Pengadilan Tata Usaha Negara 1 1 2

4 Pengadilan Negeri Tanjung Karang 1 1 2

5 Pengadilan Negeri Metro 1 1 2

6 Pengadilan Negeri Sukadana 1 1 2

7 Pengadilan Negeri Gunung Sugih 1 1 2

8 Pengadilan Negeri Kota Agung 1 1 2

9 Pengadilan Negeri Kalianda 1 1 2

10 Pengadilan Negeri Liwa 1 1 2

11 Pengadilan Negeri Kotabumi 1 1 2

12 Pengadilan Negeri Belambangan Umpu 1 1 2

13 Pengadilan Negeri Menggala 1 1 2

14 Pengadilan Agama Tanjung Karang, 1 1 2

15 Pengadilan Agama Metro, 1 1 2

16 Pengadilan Agama Gunung Sugih, 1 1 2

17 Pengadilan Agama Kalianda, 1 1 2

18 Pengadilan Agama Tanggamus, 1 1 2

19 Pengadilan Agama Kotabumi, 1 1 2

20 Pengadilan Agama Tulang Bawang, 1 1 2

21 Pengadilan Agama Krui, 1 1 2

22 Pengadilan Agama Belambangan Umpu 1 1 2

Jumlah 22 22 44
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3.3. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel
Dependen

Dimensi Indikator NO
Kuisioner

Persepsi
Kualitas
Laporan
Keuangan

( PP no 71
tahun
2010) dan
(Harahap,
Sofyan
Syafri.
2008)

Relevan

1. Lengkap
2. Feedback Value
3. Predictive Value
4. Timeliness

Bagian A
No 1-5

Andal 1. Penyajian jujur
2. Dapat diverifikasi
3. Bersifat Netral

Bagian A
No 6-10

Dapat dibandingkan

1. Informasi Keuangan dapat
dibandingkan

dengan periode sebelumnya

2. Penyusunan Laporan Keuangan
sesuai

Dengan Standar Akuntansi
Pemerintah

Bagian A
No 11-13

Dapat dipahami

1.  Informasi Laporan Keuangan
disusun

dengan jelas.

2. Informasi Laporan Keuangan
disajikan

Sesuai dengan batas pemahaman
pengguna.

3. Laporan Keuangan disusun secara
sistematis sehingga mudah

dimengerti.

Bagian A
No 14-16

Variabel
Independe
n

Dimensi Indikator

Kompetens
i Sumber
Daya
Manusia

(SK BKN
No 43
Tahun
2001) dan
(Matindas,
R. 2013)

Pengetahuan (Knowledge)

1. Meningkatkan efisiensi pekerjaan.

2. Memiliki tanggung jawa
pekerjaannya

Bagian B
No 1-6

Keahlian (Skill)

1. Memahami pekerjaannya dengan
baik.

2. Membuat laporan keuangan dengan
baik.

Bagian B
No 7-13
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Perilaku ( Attitude)

1. Bertanggung Jaab

2. Memaham etika dan kode etik
pekerjaannya.

3. Tidak  mudah diintervensi atasan.

Bagian B
No 14-16

Latar Belakang
Pendidikan

1. Dapat memberikan instruksi
pekerjaan  dengan jelas

Bagian B
No 17-20

Penerapan
Akuntansi
Berbasis
Akrual
( PP no 71
tahun
2010) dan
(Watkins,
A. Edward,
C. 2007)

Transparan

Laporan keuangan lebih detail bagi
para pemangku kepentingan

Bagian C
No 1,2,3,4

Akuntabilitas

Laporan keuangan akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan

Bagian C
No

5,8,10,11

Penilaian Kinerja

Laporan keuangan yang dihasilkan

dapat membantu pemerintah untuk

mengevaluasi kinerja.

Bagian C
No 6,7,9,12

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan

keuangan yang terdiri dari empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel ini dikembangkan dari Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sedangkan variabel independennya terdiri dari Kompetensi Sumber Daya

Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.
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Konstruk-konstruk tersebut dijelaskan ke dalam beberapa indikator (lihat tabel

3.2) dan masing-masing indikator tersebut merupakan bentuk pertanyaan yang

disebar kepada para responden. Setiap pertanyaan diberikan pilihan jawaban

dengan skor 1 sampai 5 dimana 1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = netral, 4 = tidak

setuju, 5 = sangat tidak setuju.

Kuisioner yang telah dibentuk disebar kepada penyusun laporan keuangan yaitu

operator SAIBA dan operator SIMAK-BMN pada masing-masing unit kerja

lembaga pengadilan di wilayah Lampung, sehingga total responden yang menilai

adalah sebanyak 44 responden.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam menganalisis dan manginterpretasikan data kuisioner yang telah

dikumpulkan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis

inferensial. Metode analisis deskriptif dilakukan melalui statistik deskriptif, yaitu

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan konsep secara lebih rinci dan menjelaskan pula apakah

konsep yang diukur berada dalam kondisi yang siap untuk dianalisis lebih lanjut.

(Umar, 2008; Sugiyono, 2009; Simamora, 2002). Selain itu, penelitian deskriptif

didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan

atau menghubungkan dengan variabel yang lain.
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Tujuan dari penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki Sugiyono, 2009).

Analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun tabel frekuensi distribusi

untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk

dalam kategori: sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Untuk itu

dibuat kriteria pengklasifikasian dimana Rentang Skor (RS) diperoleh dengan

rumusan sebagai berikut:

RS= ( )
,

Dimana:

n : jumlah populasi (dalam penelitian ini 44)
m : jumlah alternative jawaban tiap item (5 alternatif)
(Umar, 2008; Sugiyono, 2009; Simamora, 2002)

Setelah rentang skor diperoleh selanjutnya data dianalisis untuk menggali

dan mengetahui skor nilai setiap variabel, data dikumpulkan menggunakan

instrumen kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator-

indikator yang ingin diukur. Indikator-indikator tersebut merupakan tanggapan

responden yang dinilai dengan cara memberi skor untuk tiap jawaban dengan

berpedoman pada skala Likert dan menggunakan skala ordinal ( Umar, 2008;

Sugiyono, 2009; Simamora, 2002).
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3.4.2 Model Analisis

Model analisis yang digunakan adalah pemodelan persamaan struktural

(Structural Equation Modeling) yang berbasis komponen atau varian (component

based) yaitu Partial Least Square (PLS) yang dikembangkan oleh Herman Wold

(1975); Joreskog dan Sorbom (1989); Hagedoorn dan Schakenraad (1994) dalam

Hulland (1999). Teknik Partial Least Squares (PLS) dipilih karena perangkat ini

banyak digunakan untuk menaksir model path dengan sample size yang kecil

(Chin 1999), kemudian digunakan untuk model yang sangat kompleks (terdiri dari

banyak variabel laten dan manifes) tanpa mengalami masalah dalam estimasi data

(Wold, 1985), selain itu PLS merupakan metodologi yang lebih menguntungkan

dari CBSEM ketika ketidaksesuaian atau hasil non-convergen muncul (Heywood

et al, 1998), PLS juga dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring

(Bagozzi, 1994), dan PLS dapat digunakan ketika independensi antara data

pengamatan tidak dapat dijamin sebab menurut Fornell (1982), tidak ada asumsi

distribusi yang dibutuhkan.

Karena jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini termasuk kecil

(44 sampel) maka digunakan PLS sebagai alat analisisnya. Untuk melakukan

pengujian dengan SEM berbasis komponen atau PLS, digunakan bantuan program

SmartPLS versi 2.0. PLS yang mengenal dua macam komponen pada model

kausal yaitu: model pengukuran (measurement model) dan model struktural

(structural model). Model struktural terdiri dari konstruk-konstruk laten yang

tidak dapat diobservasi, sedangkan model pengukuran terdiri dari indikator-

indikator yang dapat diobservasi. Pada pengujian ini juga dilakukan estimasi
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koefisien-koefisien jalur yang mengidentifikasi kekuatan dari hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen. Model pengukuran terdiri dari

hubungan antara item-item variabel dapat diobservasi dan konstruk laten yang

diukur dengan item-item tersebut (Hulland, 1999). Untuk melakukan analisis

dengan PLS (Partial Least Square) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1.4.2.1 Menyusun Konstruksi Diagram Jalur

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh dukungan atasan,

pelatihan, dan kejelasan tujuan terhadap persepsi kualitas informasi laporan

keuangan.

3.4.2.2. Konversi Diagram Jalur ke Persamaan

Berdasarkan model diagram jalur yang digambarkan diatas maka persamaan inner

model dinyatakan sebagai berikut :

LK = γ1DA + ς1

LK =  γ2PL + ς2

Keterangan :

LK = Variabel endogen

DA,PL, KT = Variabel eksogen

γ1-2 = Gama (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen
terhadap variabel endogen

ς1-2 = Zeta, error model
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3.4.2.3. Pendugaan Parameter

3.4.2.3.1 Menilai Outer Model Atau Measurement Model.

Model pengukuran adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variable

penelitian atau didefinisikan sebagai hubungan antara indikator dengan variabel

laten, terdapat tiga kriteria untuk menilai model pengukuran yaitu: convergent

validity, discriminant validity dan composite reliability (Bagozzi, 1994).

a. Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai

berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct

score yang dihitung dan ukuran refleksif individual tersebut dikatakan tinggi

jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur (Chin,

1998). Namun secara umum nilai faktor loading di atas 0.50 juga dianggap

dapat mewakili tingkat validitas suatu indikator dengan variabel latennya

(Hulland, 1999).

b. Discriminant validity dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai

berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk

dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka

menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka

lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya (Hulland, 1999). Fornell dan

Larcker mengatakan bahwa metode lain untuk mengukur discriminant validity

adalah membandingkan nilai akar kuadrat dari average variance extracted

(AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk

lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model,
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maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Berikut rumus

untuk menghitung AVE oleh Fornell dan Larcker (1981) :

Dimana λi adalah component loading ke indikator dan var(εi) = 1 - λi
2

. Jika

semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan average

communialities dalam blok. Mengutip Fornell dan Larcker ,

merekomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0.50.

c. Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat

dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu composite reliability dan

cronbach’s alpha dengan menggunakan output yang dihasilkan oleh PLS,

composite reliability dapat dihitung dengan rumus yang dikembangkan oleh

Fornell dan Larcker (1981) sebagai berikut:

Dimana λi adalah component loading ke indikator dan var(εi) = 1 - λi
2

. Model

ρc sebagai ukuran internal consistency hanya dapat digunakan untuk konstruk

indikator refleksif. Suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila

nilai composite reliability dan atau cronbach’s alpha di atas 0,70 (Nunnally

dan Bernstein, 1994; Chin, 1998; Hartmann, 2008).
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3.4.2.3.2 Menilai inner model atau structural model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan

antara konstruk, yang dilihat dari nilai R-square dari model penelitian dan juga

dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya (Birkinshaw, 1995; Cool 1989;

Fornell, 1990; Hulland, 1999). Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan

menggunakan uji t statistik yang diperoleh lewat prosedur bootstrapping.

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial dengan uji t bertujuan

untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada

tingkat keyakinan 95% dengan rumus (R.A Fisher dalam Gujarati, 2010) :

21

2

r

n
t






Kriteria pengujian :

 Jika t statistik > t tabel, maka nyata, dengan kata lain menerima Hipotesis.

 Jika t statistik < t tabel, maka tidak nyata, dengan kata lain menolak

Hipotesis

 Taraf Signifikansi t tabel pada df = 42 dan Pr = 0,05 adalah sebesar 2,021

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini merupakan kriteria penilaian model

Partial Least Square (PLS) yang diajukan Chin (1998) :
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Tabel 3.3
Kriteria Penilaian PLS

KRITERIA PENJELASAN
Evaluasi Model Pengukuran
(Measurement Model/Outer Model)

Convergent validity

Discriminant validity

Composite reability

Evaluasi Model Struktural

Structural Model/Inner Model)
R Square

Estimasi koefisien jalur

Nilai korelasi item score dengan construct
score harus di atas 0.50

Cross loading, diharapkan setiap blok
indikator memiliki loading yang lebih
tinggi untuk setiap variabel laten yang
diukur dibandingkan dengan indikator
untuk variabel laten lainnya.

AVE (average variance estracted) nilainya
harus di atas 0.50 dan diharapkan nilai
kuadrat dari AVE harus lebih besar
daripada nilai korelasi
antar variable laten.

Diukur dengan composite reliability dan
croncbach’s alpha dan nilainya harus
diatas 0.70

Hasil R square untuk variabel laten
endogen dalam model struktural
mengindikasikan bahwa model baik,
moderat, dan lemah.
Nilai estimasi untuk hubungan jalur
dalam model struktural menilai
signifikansi. Nilai signifikansi diperoleh
dengan metode bootstrapping
dengan melihat nilai t statistik.
Jika t statistik > t tabel maka Hipotesis
diterima

Sumber : Ghozali (2008)
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini dapat diartikan pula untuk

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah cenderung dibutuhkan

kompetensi  SDM yang baik pula.  Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki,

maka ada kecendrungan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah.

Sedangkan variabel penerapan standar akuntansi keuangan berbasis akrual

(PSABA) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah, Dengan adanya pelaporan berbasis akrual, pengguna

dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Akuntansi

pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk

mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan

mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut, karena publik

juga membutuhkan informasi yang transparan, akuntabilitas, dan penilaian

kinerja dalam penyampaian laporan keuangan.
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel unit kerja pengadilan pada titik

waktu tertentu yaitu pada saat dilakukan survey, sehingga kemungkinan data

yang didapat kurang relevan.

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui

kuisioner yang langsung dibagikan dan didampingi peneliti dalam proses

pengisian kuisioner tersebut, sehingga ada kemungkinan data menjadi bias

karena pengisian jawaban yang kurang mencerminkan maksud dan keinginan

responden untuk masing-masing pertanyaan yang ada.

3. Terdapat beberapa indikator pertanyaan dalam variabel persepsi kualitas

informasi laporan keuangan yang belum mencerminkan pengimplementasian

sesungguhnya pada unit kerja.

4. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan

pelatihan dalam setiap unit kerja, memungkinkan pengisian kuisioner pada

bagian faktor pelatihan menjadi tidak representatif.
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5.3 Saran

1. Sebaiknya Unit Kerja Mahkamah Agung di wilayah Lampung

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Instrumen atau item yang digunakan dapat dijadikan dasar sebagai

penjelas masing-masing dimensi sehingga dapat dijadikan indikator

dalam membuat kebijakan mengenai peningkatan kualitas laporan

keuangan unit kerja.

b. Sebaiknya unit kerja dapat memperhatikan pengadaan pelatihan bagi

para operator SAIBA dan SIMAK dilingkungan unit kerja, diharapkan

bahwa yang mengikuti pelatihan memang petugas yang memiliki latar

belakang akuntansi, selain itu perlu diambil kebijakan bahwa operator

yang bersangkutan harus memegang tupoksi yang sama minimal satu

periode laporan keuangan, sehingga tidak terjadi penggantian

dipertengahan periode yang menyebabkan ketidakpahaman pada

operator yang baru.

2. Sebaiknya pada saat penyebaran kuisioner kepada responden peneliti

memberikan waktu yang kebih banyak dan tidak mendampingi responden

selama pengisian jawaban, hal ini dilakukan agar hasil penelitian tidak bias.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lokasi yang

berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian

sebelumnya, selain itu diharapkan juga penelitian selanjutnta dapat

menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil dan

gambaran penelitian yang lebih baik dan dapat digeneralisasi.
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